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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana. 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 19992001 tentang pemberantasan tindak pidana 
korupsi. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan. 

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan 
Batubara. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 209 tentang Pengelolaan dan Perlundangan 
Lingkungan Hidup. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 


